
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 7 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

PAJAK REKLAME  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,   

Menimbang  :     a. bahwa penyelenggaraan Reklame mendatangkan manfaat 

ekonomis bagi pengusaha dan keberadaannya dapat 

diupayakan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame termasuk 

salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar tentang Pajak Reklame.  

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 



Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 4740); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

5.   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor  19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3987); 

6.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang  

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

7.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 4389); 

8.  Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

9.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan   Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  12  

Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 

Nomor 12); 

13. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Karanganyar  Nomor  7  

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten   

Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

BUPATI KARANGANYAR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME. 

  



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Reklame yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah Pajak atas 

penyelenggaraan Reklame. 

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, 

dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 

8. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 

satu atau beberapa buah Reklame. 

9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau 

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 



10. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan 

pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan 

Reklame. 

11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOPR ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis atau nilai 

perolehan baru atau NJOPR pengganti. 

12. Nilai strategis titik lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada 

titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan 

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang 

usaha. 

13. Subjek Pajak Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak Daerah. 

14. Wajib Pajak Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar 

Pajak Daerah, pemotong Pajak Daerah, yang mempunyai hak dan 

kewajiban  perpajakan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

16. Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

17. Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender. 

18. Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau mendalam Bagian Tahun 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah. 

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

20. Surat Pemberitahuan objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah 

Surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 


